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PUTUSAN
Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Apn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA
Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam
sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara

pihak-pihak:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
alamat XXXXKXXKHKHXXXXXXXXXXXXKXKKKKKKKXXXXXXXXXXXKKKKK,
Kabupaten Tojo Una-una, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon.
melawan
TERMOHON, umur 47 tahun, agama lIslam, pendidikan SD, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, alamat XXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten

Tojo Una-una, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak bertanggal 03
November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Ampana dengan register perkara Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Apn pada tanggal
03 November 2023 dengan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam surat
permohonannya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang
menghadap di persidangan meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor
222/Pdt.G/2023/PA.Apn tanggal 08 November 2023 Pemohon telah dipanggil
secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai
alasan yang dibenarkan hukum.
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Bahwa Termohon juga tidak hadir di persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di
persidangan. Menurut Berita Acara Surat Panggilan (relaas) Nomor
222/Pdt.G/2023/PA.Apn tanggal 06 November 2023 aparat Desa Kulingkinari,
Kecamatan Batudaka, Kabupaten Tojo Una-Una tidak mau menerima dan
menandatangani relaas panggilan karena Termohon bukan masyarakat Desa
Kulingkinari.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal
yang tercatat dalam Berita Acara Sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
Pemohon minta agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama
Ampana tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari
3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor
178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/lzin Sidang Hakim Tunggal tanggal
17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya
untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah.
Oleh karenanya, Hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam
pengajuan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dinilai tidak bersungguh-
sungguh dalam perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg
permohonan Pemohon dinyatakan gugur tanpa mengurangi haknya untuk
mengajukan kembali permohonan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan.
Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
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2009 semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Pembebanan
tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg.
Memerhatikan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan segala peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Selasa, 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30
Rabi’'ul Akhir 1445 Hijriyah oleh Hamdani, S.E.l., M.H. Hakim Tunggal yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampana sebagai Hakim pemeriksa
perkara, dengan dihadiri Suwandi B. Rauntu, S.H.l. sebagai Panitera
Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti, Hakim,
Suwandi B. Rauntu, S.H.I. Hamdani, S.E.I., M.H.
Perincian biaya perkara:
1. PNBP:
- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Relaas Panggilan | : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses . Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. 800.000,00
4.  Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 945.000,00

Terbilang : (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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